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ABSTRACT 
This thesis of prosecutor function in the implementation of the court decision related 
to return of financial loss caused by corruption. In addition, this study also aims to determine 
and assets the constraints in the implementation of court decisions related to the return of 
financial loss. It is invecitable that at current time, corruption is one of the remarkable (extra 
ordinary crime) that endanger the stability and security as well as economic development 
in Indonesia. 
Corruption in Indonesia has been so severed and widespread in the community and 
very alarming, its development continues to increase from year to year, both in number 
of cases and the amonut of state financial losses and in terms of quality. These cirminal 
offenses commit more systematic and scope into all aspects of life. Starting from lower level 
of the dominant and state officials or law enforcement. Judge in imposing sanctions not only 
imprisonment and also fined an additional punishment, including the return of financial loss 
to the state by state corruption. 
The method used in this research is the method of normative juridical legal research 
of the research using primary and secondary data sources by document. This approact 
to use the statute approach, the analifical and conseptual approach, case approach and 
comparative approach legal, basic of corruption in the judicial process is ussed act No. 8 of 
1981 (KUHAP), Act No. 31 of 1999, Act No. 20 of 2001 and Act No. 16 of 2004 
The constraints in the implementation of the court decision related to the return of 
states losses, is convicted assets and property that has been transfered, multiple population 
administration and duration of the judicial proceses of implementation is not effective. 
Keywords : Prosecutor Function, To Return Financial Loss, Corruption
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I. `PENDAHULUAN 
Sebaga konsekuens logs bahwa 
Indonesa berlandaskan atas hukum 
(rechtstaat) maka hukum mest tetap 
dtegakkan. Salah satu bdang hukum yang 
menjad skala prortas pemerntah rezm 
reformas dalam penegakan hukumnya 
adalah konsen mencegah dan memberantas 
tndak pdana korups. Bag Indonesa 
fenomena dan fakta korups telah menngkat 
dan meluas terus merambah hampr semua 
sektor kehdupan. Modus operand tndak 
pdana korups semakn har kan sult dan 
rumit untuk diungkap. Berbagai kualifikasi 
tndak pdana korups telah dberkan sepert 
tndak pdana korups telah dgolongkan 
ke dalam kejahatan luar basa (extra 
ordinary crimes), kejahatan lntas batas 
terrtoral (transnational crimes], kejahatan 
terselubung (hidden crimes), kejahatan 
kerah puth (white collar crimes), kejahatan 
kemanusaan (crimes against humanity).
Kualifikasi tindak pidana korupsi 
sepert d atas dalam penanganannya mest 
pula dhadap dengan cara ekstra atau 
dluar dar cara- cara yang basa. Korups 
merambah berbaga sektor kehdupan, dan 
bahkan pelaku-pelakunya domnan dlakukan 
kalangan eksekutf, legslatf dan yudkatf, 
serta melbatkan jajaran Kementeran 
tngkat tngg hngga struktur pemerntahan 
terbawah sepert aparatur Kelurahan. 
Tugas dan wewenang Kejaksaan 
cukup luas, karena mewakl negara 
dalam memulhkan hak publk bla terjad 
pelanggaran hukum. Khusus dalam peneltan 
tess n hanya mengkaj pesan Jaksa selaku 
Penuntut Umum dalam perannya untuk 
menuntut terdakwa pelaku tndak pdana 
korups sehubungan kerugan negara yang 
dtmbulkan agar kerugan keuangan/asset 
negara dapat dkembalkan oleh koruptor.
Dalam ketentuan KUHAP, UU No. 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, juga dalam 
UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tndak Pdana 
Korups tdak ada ketentuan mengatur adanya 
tndakan bag Jaksa selaku Penuntut Umum 
yang dapat dlakukan, ketka mengeksekus 
aset atau barang mlk terpdana korups 
telah habs atau telah berpndah tangan pada 
orang atau phak lan. 
Paparan latar belakang datas, penuls 
merumuskan permasalahan sepert berkut : 
1. Apakah ada dasar hukum pengaturan 
dalam perundang – undangan pdana 
bag penuntut umum dalam fungsnya 
sebaga eksekutor ketka mengeksekus 
aset terpdana koruptor tdak dapat 
djalankan, karena asetnya telah 
habs? 
2. Apakah bentuk – bentuk tndakan 
hukum yang dapat dlakukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dalam memerankan 
fungsnya untuk pengembalan 
kerugan keuangan negara dar 
terdakwa atau terpdana tndak pdana 
korups ? 
II.  METODELOGI
2.1.  Jenis Penelitian 
Tulsan n termasuk jens peneltan 
normatve. Dlakukan dengan cara peneltan 
kepustaaan, menelt bahan hukum prmer 
dengan dtunjang bahan hukum skunder. 
Vol. 4,  No. 1 : 162 - 178
164
Magister Hukum Udayana •  Me 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Peneltan hukum normatf n 
menyangkut peneltan taraf snkronsas 
horsontal atas dsharmonsas norma yang 
ada antara KUHAP dengan UU No. 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan UU 
No. 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tndak Pdana korups. Khususnya terkat 
keuangan Negara yang harus dkembalkan 
oleh terpdana korups. 
2.2.  Metode Pendekatan 
Sesua dengan karakterstk dan sfat 
peneltan normatf, maka dalam peneltan 
n akan memaka beberapa metode 
pendekatan dantaranya : 
- The Statue Approach pendekatan 
perundang-undangan 
- The Analitical and Conseptual 
Approach (pendekatan analss konsep 
hukum) 
- The Case Approach atau Pendekatan 
Kasus 
- The Comparative Approach atau 
Pendekatan Perbandngan 
2.3.  Sumber Bahan Hukum 
Peneltan hukum bersfat normatf, 
maka jens bahan hukum yang lazm 
dpergunakan adalah : 
a. Bahan – bahan hukum prmer 
b. Bahan – bahan hukum sekunder 
c. Bahan – bahan hukum terser2
Sehubungan dengan peneltan hukum 
normatf tess n maka memaka sumber 
bahan hukum dar : 
1. Bahan hukum prmer, sepert: 
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 
tentang KUHAP 
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2002 
tentang Kejaksaan 
- Beberapa Yursprudens Mahkamah 
Agung RI tentang kasus korups 
- Putusan – putusan pengadlan sepert 
Pengadlan Neger (Peradlan Tngkat 
I) dan Putusan Mahkamah Agung 
(MA) atau putusan tngkat kasas 
menyangkut korups 
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 
jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tndak Pdana 
Korups 
2. Bahan hukum sekunder, yakn 
memberkan penjelasan mengena 
bahan hukum prmer 
3. Bahan hukum terser, dalam hubungan 
peneltan n menyangakut sepert 
kamus atua enskloped.
2.4. Metode Pengumpulan Bahan 
Hukum 
Peneltan n untuk pengumplan 
bahan hukum memaka metode sstemats, 
yakn berupa pengumpulan bahan peraturan 
perundang-undangan 
2.5. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Menggunakan tekns analts sepert : 
- Teknk dskrps
- Teknk nterpretas
- Teknk evaluas
- Teknk argumentas
2 Ronny Hamjoyo Soemantr, 1998, Metode Penelitian 
Hukum dan Jurimetri, Ghala Indonesa, Jakarta, hlm : 
11 – 12
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- Teknk sstematsas
- Metode konstruks hukum 
No Nama Tersangka Kasus Kerugian Negara (Rp) Penyidik
1 Iwan Oktiawan
Korupsi PT Pertamina UMPS IH Tanjung 
Priuk Jakarta
12.200.000.000,- Dittidkor Bareskrim Polri
2 Hendrawan Korupsi Dana Usaha Mandiri Tahun 2009 205.000.000,- Pokes Klungkung Bali
3 Salmadi
Korupsi Dana Pinjaman Pupuk Subsidi dari 
APBN Tahun 2008
20.000.000,- Polres Barito Kuala Kalsel
4 Suparman
Korupsi Dana Kelompok Tani Tunas Karya 
Tahun 2009
20.000.000,- Polres Tanah Laut Kalsel
5
Pauline Maria 
Lumowa
Tahun 2002-2003 Kerjasama dengan BN1 
dan 8 Perusahaan Eksport menggunakan 
dokumen palsu sehingga mendapat dana 
dari BNI
1.200.000.000,- Mabes Polri
6 Amri Irawan Korupsi di Bank Mandiri 1.500.000.000,- Mabes Polri
7 Ir. Ede Utoyo Korupsi di PTJIEP 500.000.000,- Mabes Polri
8 Harry Matalata Korupsi di PT Devi Pooja Kumari 1.500.000.000,- Mabes Polri
III.  HASIL PENELITIAN 
Sampel kasus temuan Mabes Polr 
dtamplkan dalam tulsan n terkat kerugan 
negara terdakwa / terpdananya melarkan 
dr sepert berkut :
Sumber Data: Bahan hukum sekunder, dolah penuls.
Serta temuan Polr atas penyelamatan kerugan keuangan negara  akbat dar tndak 
pdana korups, sepert berkut :
No Tahun Jumlah Laporan Proses SIDIK Kerugian Keuangan Negara (Rp) Yang Dikembalikan (Rp)
1 2004 582 311 5.006.689.304.896,- 16.178.126.148,-
2 2005 409 215 3.214.976.725.132,- 780.725.931.065,-
3 2006 332 225 1.408.810.517.642,- 2.955.094.842,-
4 2007 343 110 424.532.845.766,- 12.414.383.608,-
5 2008 359 180 512.388.696.382,- 81.785.339.093,-
6 2009 455 265 455.753.777.260,- 195.671.252.605,-
7 2010 283 176 560.348.259.862,- 339.720.546.059,-
8 2011 766 432 2.007.342.317.820,- 260.953.824.790,-
Sumber Data : Bahan hukum sekunder, dolah penuls.
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Temuan peneltan penuls atas kasus – kasus tndak pdana korups d Pengadlan 
Neger Denpasar selama 2 (dua) tahun menyangkut pengembalan kerugan keuangan negara 
ternventarsr sepert berkut : 
PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR 
TAHUN 2012
No No. Perkara Terdakwa
Tuntutan Pidana 
Tambahan
Pidana Tambahan Pengembalian 
Kerugian Keuangan Negara
1. l/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps Desak Putu Ari Padmini 290.998.750 290.998.750 (inkracht)
2. 2/Pid. Sus/TPK/20 1 2/PN.Dps I Made Widarma - Tidak ada
3. 3/Pid.Sus/TPK/20 1 2/PN.Dps I Wayan Gunawan - Tidak ada
4. 4/Pid.Sus/TPK/20 1 2/PN.Dps H.Asmuni Turyadi - Tidak ada
5. 5/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps I Wayan Armawa - Tidak ada
6. 6/Pid.Sus/TPK/20 1 2/PN.Dps Bambang Subagyo - Tidak ada
7. 7/Pid.Sus/TPK/20 1 2/PN.Dps Dra. Tety Gemeniawati - Tidak ada
8. 8/Pid.Sus/TPK/20 1 2/PN.Dps I Made Budiarta - Tidak ada
9. 9/Pid. Sus/TPK/20 1 2/PN.Dps Ni Nyoman Rusmini - Tidak ada
10. 1 0/Pid. Sus/TPK/20 1 2/PN.Dps I Gede Putu Sunarta - Tidak ada
11. 1 l/Pid.Sus/TPK/20 1 2/PN.Dps Priat Eko Purwo - Tidak ada
12. 12/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps Rudi Hartono - Bebas
13. 1 3/Pid.SusATPK/20 1 2/PN.Dps I Nengah Arnawa, dk 1.395.000.000 1. 395.000.000 (PK)
14. 14/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps I Nyoman Oka Dhiputra - Tidak ada
15. 1 5/Pid. Sus/TPK/20 1 2/PN.Dps I Nengah Sugita - Bebas
16. 16/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps Nyoman Pastika 29.921.753 29.92 1.753 (Banding)
17. 1 7/Pid.Sus/TPK/20 1 2/PN.Dps I Wayan Kari Bagas Pramanta 625.670.000 625.670.000 (Banding)
18. 1 8/Pid.SusATPK/201 2/PN.Dps Ida Ayu Sri Astuti - Tidak ada
19. 1 9/Pid. Sus/TPK/20 1 2/PN.Dps Putu Bagiada 574.709326 574.709.326 (Kasasi)
20. 20/Pid. Sus/TPK/20 1 2/PN.Dps I Wayan Gobang Edy Sucipto - Tidak Ada
Sumber: Buku Regster Perkara Tndak Pdana Korups Tahun 2012 PN.Dps
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PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR  
TAHUN 2013
No. No. Perkara Terdakwa
Tuntutan Pidana 
Tambahan
Pidana Pengembalian Kerugian 
Negara
1. l/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps I Wayan Sukaja 455.000.000 431. 000.000 (Kasasi)
2. 2/Pid.Sus/TPK/20 1 3/PN.Dps I Made Wardana - Tidak Ada
3. 3/Pid.Sus/TPK/20 1 3/PN.Dps I Ketut Rana - Tidak Ada
4. 4/Pid.Sus/TPK/201 3/PN.Dps Nengah Londen - Tidak Ada
5. 5/Pid.Sus/TPK/20 1 3/PN.Dps I Made Yasa - Bebas
6. 6/Pld.Sus/TPK/20 1 3/PN.Dps Nengah Artabawa - Tidak Ada
7. 7/Pid.Sus/TPK/201 3/PN.Dps I Dewa Gede Ramayana 63.820.000 62.745.000 (inkracht)
8. 8/Pid.Sus/TPK/201 3/PN.Dps Putu Santika 85.567.500 Bebas
9. 9/Pid.Sus/TPK/20 1 3/PN.Dps Gede Budiasa 1.863.126.650 1.863. 126.650 (inkracht)
10. 10/Pid.SusATPK/2013/PN.Dps I Made Kangen - Tidak ada
11. ll/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps I Wayan Budiarsa 91.510.000 102.890.000 (inkracht)
12. 1 2/Pid.Sus/TPK/20 1 3/PN.Dps I Wayan Ranuh 135.000.000 135.000.000 (Kasasi)
13. 13/Pid.Sus/TPK/20 1 3/PN.Dps I Ketut Rustiani 25.200.000 25.200.000 (Inkracht)
14. 1 4/Pid.Sus/TPK/20 1 3/PN.Dps I Dewa Putu Djati - Bebas
15. 1 5/Pid.SusATPK/201 3/PN.Dps I Dewa Nyoman Putra, dk - Bebas
16. 16/Pid.SusATPK/20 1 3/PN.Dps I Nyoman Mudjarta - Bebas
17. 1 7/Pid.Sus/TPK/20 1 3/PN.Dps I Ketut Suardi 100.000.000 Tidak Ada
18. 1 8/Pid.Sus/TPK/201 3/PN.Dps I Ketut Tamtam 2.693.489,92 Tidak Ada
19. 1 9/Pid.Sus/TPK/20 1 3/PN.Dps I Nengah Wijaya 200.000.000 200.000.000 (inkracht)
20. 20/Pid.Sus/TPK/20 1 3/PN.Dps Ida Bagus Dedi Mahendra 65.200.500 65.200.500 (inkracht)
21. 2 1 /Pid. SusATPK/20 1 3/PN.Dps Ida Bagus Putu Sutika 10.000.000 Tidak ada
22. 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps I Wayan Budra - Tidak ada
23. 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps [nderapura Barnoza - Tidak ada
24. 24/Pid.SusATPK/201 3/PN.Dps Mikhael Maksi - Tidak ada
25. 25/Pid.Sus/TPK/20 1 3/PN.Dps Rudi Jhonson Sitorus - Tidak ada
Sumber: Buku Regster Perkara Tndak Pdana Korups Tahun 2013 PN.Dps
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IV.  PEMBAHASAN
4.1.  Landasan Yuridis Pengaturan 
Sanksi Pidana Terhadap Tindak 
Pidana Korupsi Dalam Beberapa 
Perundang-Undangan Pidana 
Indonesia 
4.1.1.  Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) 
Sebaga suatu tndak pdana yang 
telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, 
tndak pdana korups telah datur dalam 
KUHP. Dalam KUHP terdapat 13 pasal yang 
mengatur tentang tndak pdana umum yang 
termasuk tndak pdana korups  yatu :
a. Kelompok tndak pdana penyuapan 
yang terdr dar Pasal 209, 210, 418, 
419, dan Pasal 420 KUHP. 
b. Kelompok tndak pdana penggelapan 
yang terdr dar Pasal 415,416, dan 
Pasal 417 KUHP. 
c. Kelompok tndak pdana kerakusan 
yang terdr dar Pasal 423 dan Pasal 
425 KUHP. 
d. Kelompok tndak pdana yang berkatan 
dengan pemborongan, leveransr dan 
rekanan yang terdr dar Pasal 387, 
388, dan Pasal 435 KUHP.3
Adapun ancaman pdana yang 
tercantum dalam ketentuan beberapa pasal 
dalam KUHP yang tergolong dalam tndak 
pdana korups adalah sebaga berkut:
- Pasal 209  
- Pasal 210  
- Pasal 387   
- Pasal 388    
- Pasal 415   
- Pasal 416     
- Pasal 417    
- Pasal 418    
- Pasal 419     
- Pasal 420     
- Pasal 423     
- Pasal 425    
- Pasal 435    
Sepert adanya pengaturan menyangkut 
tndak pdana korups dalam KUHP 
sebenarnya tdak dperlukan lag peraturan 
perundang-undangan mengena korups, 
namun serng dengan perkembangan 
masyarakat, ketentuan tndak pdana korups 
dalam KUHP drasa tdak mampu mewadah 
perlaku masyarakat yang kan koruptf 
sehngga perlu dbentuk hukum pdana yang 
progresf dan dnams mewadah secara 
khusus tndak pdana korups.
4.1.2.  Peraturan Penguasa Militer 
Nomor : Prt/PM-06/1957, tanggal 9 
April 1957
Maksud   dan   tujuan dbentuknya 
Peraturan Penguasa Mlter Nomor : 
Prt/PM-06/1957, tanggal 9 Aprl 1957 
adalah kebutuhan yang mendesak untuk 
memperbak peraturan perundang-undangan 
tentang pemberantasan korups dan pejabat 
serta aparat pelaksana pemerntah. Peraturan 
Penguasa Mlter n merupakan awal mula 
3 Elw Danl, 2012, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana 
dan Pemberantasannya, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm : 26 – 27
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peraturan perundang-undangan pdana 
khusus menyangkut pemberantasan tndak 
pdana korups d Indonesa.
Rumusan  mengena  korups  menurut 
Peraturan  Penguasa  Mlter Nomor : Prt/
PM-06/1957dkelompokkan menjad 2 
yatu:
1) Tap perbuatan yang dlakukan oleh 
sapapun juga bak untuk kepentngan 
sendr, untuk kepentngan orang lan, 
atau untuk kepentngan suatu badan 
yang langsung ataupun tdak langsung 
menyebabkan kerugan negara atau 
perekonoman negara.
2) Tap perbuatan yang dlakukan oleh 
seorang pejabat yang menerma gaj atau 
upah dar suatu badan yang menerma 
bantuan keuangan dar negara atau 
daerah, yang dengan mempergunakan 
kesempatan atau kewenangan atau 
kekuasaan yang dberkan kepadanya 
oleh pejabat langsung atau tdak 
langsung membawa keuntungan 
keuangan materal bagnya.
Peraturan penguasa mlter n ternyata 
drasa kurang efektf yang kemudan 
dbentuk Peraturan Penguasa Mlter Nomor 
: Prt/PM-08/1957 tanggal 22 Me 1957 yang 
mengatur lebh lanjut tentang penlkan 
harta benda yang dmaksudkan untuk 
memperoleh hasl yang sebesar-besarnya 
bag kepentngan negara dalam rangka 
pemberantasan korups. Dengan peraturan 
n penguasa mlter berwenang mengadakan 
penlkan terhadap harta benda setap 
orang atau badan dalam daerahnya, yang 
kekayaannya dperoleh secara mendadak 
dan sangat mencurgakan.4
Dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan 
Bahaya maka ketga Peraturan Penguasa 
Mlter tersebut dgant dengan Peraturan 
Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat.
4.1.3 Peraturan Penguasa Perang 
Pusat Angkatan Darat Nomor : 
Prt/Peperpu/013/1958, tentang 
Pengusutan, Penuntutan dan 
Pemeriksaan Perbuatan Korupsi 
Pidana dan Penilikan Harta Benda 
(BN Nomor 40 Tahun 1958).
Dalam Peraturan Penguasa Perang 
Pusat Angkatan Darat Nomor : Prt/
Peperpu/013/1958 tdak menjelaskan 
mengena pengertan stlah korups serta 
tndak pdana korups, namum membedakan 
antara perbuatan korups pdana dengan 
perbuatan korups lannya.
1) Perbuatan korups pdana,  yang 
dmaksud dengan perbuatan korups 
pdana adalah :
 a. Perbuatan seseorang yang dengan 
atau karena melakukan suatu 
kejahatan atau pelanggaran 
memperkaya dr sendr atau 
orang lan atau suatu badan 
yang secara langsung atau tdak 
langsung merugkan keuangan atau 
perekonoman negara atau daerah 
4 Martman Prodjohamdjojo, 2009, Penerapan 
Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Mandar 
Maju, Bandung hlm : 29
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atau merugkan keuangan suatu 
badan yang menerma bantuan dar 
keuangan negara atau badan hukum 
lan yang mempergunakan modal 
dan kelonggaran-kelonggorann 
dar masyarakat.
 b. Perbuatan seseorang, yang 
dengan atau karena melakukan 
suatu kejahatan atau pelanggaran 
memperkaya dr sendr atau 
orang lan atau suatu badan 
dan yang dlakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau 
kedudukan.
 c. Kejahatan-kejahatan tercantum 
dalam Pasal 41 samapa 50 
Peraturan Penguasa Perang n dan 
dalam Pasal 209, 210, 418, 419 
dan 420 Ktab Undang-Undang 
Hukum Pdana. 
2) Perbuatan korups lannya, yang 
dsebut perbuatan korups lannya 
adalah :
 a. Perbuatan seseorang yang dengan 
atau karena melakukan perbuatan 
melanggar hukum memperkaya 
dr sendr atau orang lan 
atau suatu badan yang secara 
langsung atau tdak langsung 
merugkan keuangan atau daerah 
atau merugkan keuangan suatu 
badan yang menerma bantuan 
dar keuangan negara atau daerah 
atau badan hukum lan yang 
mempergunakan modal dan 
kelonggaran-kelonggoran dar 
masyarakat.
 b. Perbuatan seseorang, yang 
dengan atau karena melakukan 
suatu perbuatan melawan hukum 
memperkaya dr sendr atau 
orang lan atau suatu badan 
dan yang dlakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau 
kedudukan. 
Peraturan   Penguasa   Perang 
Pusat   Angkatan   Darat   Nomor    : Prt/
Peperpu/013/1958 hanya berlaku d daerah 
yang dkuasa oleh Angkatan Darat, 
sedangkan daerah-daerah yang dkuasa 
oleh angkatan laut dbentuk Peraturan 
Penguasa Perang Mlter Angkatan Laut 
Nomor : Prt/zl/17 tanggal  17 Aprl 1958 
yang perumusannya sama dengan peraturan 
penguasa perang sebelumnya.5
4.1.4  Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 24 Prp 
Tahun 1960 tentang Pengusutan, 
Penuntutan, Pemeriksaan Tindak 
Pidana Korupsi (LN Nomor : 72 
Tahun 1960)
Istlah tndak pdana korups untuk 
pertama kalnya dpergunakan dalam 
peraturan perundang-undangan Indonesa 
adalah dalam Peraturan Pemerntah 
Penggant Undang-undang Nomor 24 Prp 
Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, 
Pemerksaan Tndak Pdana Korups. 
5 Martman Prodjohamdjojo, 1984, Komentar Atas 
KUHAP, Pradnya Paramta, Jakarta hlm : 43
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Dalam konsderan peraturan n pada butr a 
dsebutkan :
 “Bahwa untuk perkara-perkara 
pdana yang mempergunakan modal 
dan atau kelonggaran-kelonggaran 
lannya dar masyarakat msalnya 
bank, koperas, wakaf, dan lan-
lan atau yang bersangkutan dengan 
kedudukan s pembuat pdana, perlu 
dadakan tambahan beberapa aturan 
pdana pengusutan, penuntutan dan 
pemerksaan yang dapat memberantas 
perbuatan-perbuatan yang dsebut 
korups”.
Peraturan Pemerntah Penggant 
Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 
dsahkan dengan Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1961. Adapun hal-hal yang baru 
datur dalam undang-undang n adalah 
menyangkut beberapa hal yang sebelumnya 
belum datur dalam undang-undang korups 
sebelumnya, dantaranya adalah :
1) Delk percobaan dan delk 
permufakatan.
2) Delk pemberan hadah atau janj 
kepada pegawa neger.
3) Kewajban lapor bag pegawa neger 
yang menerma hadah atau janj.
4) Pengertan pegawa neger lebh 
dperluas.
Peraturan Pemerntah tersebut datas 
terdapat beberapa perubahan pada unsur 
“karena melakukan perbuatan melawan 
hukum” dgant dengan unsur “melakukan 
suatu kejahatan atau pelanggaran” serta 
perubahan kata “perbuatan” menjad 
“tndakan”.
4.1.5.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1971 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi
Konsderan undang-undang n 
memaparkan bahwa latar belakang 
pembentukan undang-undang n adalah untuk 
menanggulang masalah korups. Perbuatan 
korups sangat merugkan keuangan negara 
dan menghambat pembangunan nasonal, 
sementara undang-undang sebelumnya 
kurang memada untuk memberantas 
tndak pdana korups. Maka dar tu perlu 
adanya pembaharuan hukum pdana terkat 
pemberantasan tndak pdana korups, yakn 
melalu pembentukan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 
Tndak Pdana Korups.
Adapun beberapa yang danggap 
sebaga kelemahan Undang-Undang datas 
adalah sebaga berkut:
1. Tdak adanya ketegasan mengena 
rumusan delk tndak pdana sebaga 
delk formal.
2. Tdak adanya ketentuan yang mengatur 
mengena ancaman pdana yang dapat 
dterapkan terhadap suatu korporas 
sebaga subjek tndak pdana.
3. Terkat sanks pdana yang hanya 
menetapkan batas maksmum umum 
(dua puluh tahun) dan mnmum umum 
(satu har) sehngga menmbulkan 
ketdakleluasaan bag jaksa dalam 
penuntutan.6
6 Frman Wjaya, 2008, Peradilan Korupsi dan Praktek, 
Maharan Press, Jakarta, hlm : 196
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4.1.6  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi juncto 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
Sebaga dasar hukum pemberantasan 
tndak pdana korups, Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tndak Pdana Korups 
yang berlaku hngga saat n telah banyak 
mengalam penyempurnaan dar undang-
undang yang pernah berlaku d Indonesa. 
Tujuan pemerntah dar pembuat undang-
undang melakukan revs atau menggant 
produk legslatf tersebut merupakan upaya 
untuk mendorong nsttus yang berwenang 
dalam pemberantasan korups, agar dapat 
menjangkau berbaga modus operand tndak 
pdana korups dan memnmalsr celah-
celah hukum, yang dapat djadkan  alasan 
bag  para  pelaku  tndak  pdana  korups 
untuk  dapat melepaskan drnya dar jeratan 
hukum.7
Adapun beberapa hal pentng yang 
merupakan pembaharuan dalam Undang-
Undang Korups sekarang (ius constitutum) 
antara lan :
1. Drumuskannya secara eksplst tndak 
pdana korups sebaga delk formal, 
sehngga dengan demkan setap 
pengembalan kerugan keuangan 
negara tdak menghapuskan penuntutan 
pdana terhadap terdakwa.
2. Dterapkannya konsep ajaran 
melawan hukum materl (materiele 
wederrechtelijkheid) dalam fungsnya 
secara postf.
3. Adanya pengaturan tentang korporas 
sebaga subjek hukum dsampng 
perseorangan.
4. Adanya penambahan dalam pdana 
tambahan terkat uang penggant.
5. Adanya pengaturan tentang wlayah 
berlakunya atau yursdks crmnal 
yang dapat dberlakukan keluar batas 
teretoral Indonesa.
6. Adanya pengaturan tentang sstem 
pembalkan beban pembuktan terbatas 
atau bermbang atau “balanced burden 
of proof “ dalam Pasal 37 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999.
7. Adanya pengaturan tentang ancaman 
pdana dengan sstem mnmum khusus 
dsampng ancaman maksmum.
8. Dntroduksnya ancaman pdana mat 
sebaa unsur pemberatan.
9. Adanya pengaturan tentang penydkan 
gabungan (joint investigation teams) 
dalam perkara tndak pdana korups 
yang sult pembuktannya d bawah 
koordnas jaksa agung.
10. Adanya pengaturan tentang penydkan 
ke dalam rahasa bank yang lebh 
luas yang dawal dengan pembekuan 
rekenng tersangka/terdakwa yang 
dapat dlanjutkan dengan penytaan.
11. Adanya pengaturan tentang peran serta 
masyarakat sebaga sarana kontrol 
7 Chaerudn, dkk, 2008, Strategi Pencegahan dan 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika 
Adtama, Bandung, hlm : 5
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sosal yang dpertegas dan dperluas, 
sehngga perlndungan hukum 
terhadap saks pelapor lebh optmal 
dan efektf.
12. Adanya pengaturan yang 
mengamanatkan kepada pembuat 
undang-undang untuk membentuk 
sebuah Koms Pemberantasan 
Tndak Pdana Korups yang bersfat 
ndpenden.
13. Adanya pengakuan yang secara 
eksplst menyebutkan korups 
sebaga “extra ordinary crime” yakn 
kejahatan yang pemberantasannya 
harus dlakukan secara luar basa.
14. Dirumuskannya gratifikasi sebagai 
salah satu bentuk tndak pdana 
korups.
15. Penganutan sstem pembalkan 
beban pembuktan (omkering van de 
bewijslast) secara terbatas.
16. Perluasan sumber alat bukt petunjuk 
yang dapat dperoleh dar nformas 
yang ducapkan, dkrm, dterma atau 
dsmpan secara elektronk.
4.1.7  Beberapa Tindakan Hukum 
Yang Dapat Dilakukan Oleh 
Jaksa Penuntut Umum Dalam 
Fungsinya Selaku Eksekutor Untuk 
Pengembalian Kerugian Keuangan 
Negara 
Adapun bentuk tndakan hukum 
sebaga upaya antspas jaksa selaku penydk 
dan eksekutor dalam usaha pengembalan 
kerugan keuangan negara dar terdakwa 
/ terpdana tndak pdana korups adalah 
berupa hal-hal sepert   berkut : 
a. Mendakwa terdakwa korups dalam 
formulas surat dakwaannya secara 
cermat, jelas dan lengkap dengan 
bentuk dakwaan berlaps atau bentuk 
dakwaan kombnas atau subsdar 
b. Menuntut terdakwa melalu surat 
tuntutan (requisitoir) d depan 
persdangan dengan pemdanaan pokok 
lebh dar satu atau pemdanaan ganda, 
dserta pula dengan tuntutan jens 
pdana tambahan sepert ketentuan 
Pasal 20 huruf b angka 2 KUHP jo 
Pasal 18 ayat (1) huruf a (perampasan 
/ penytaan barang) dan huruf b 
(pembayaran uang penggant) UU No. 
31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 
2001 tentang pemberantasan Tndak 
Pdana Korups.
c. Jaksa menempuh upaya hukum dengan 
mengajukan permohonan bandng 
kepada pengadlan tngg dan kasas 
kepada Mahkamah Agung bla tdak 
puas atas putusan pengadlan neger 
dan / atau putusan Pengadlan Tngg.
d. Jaksa Agung c/q kejaksaan selaku 
penegak hukum, lembaga pemerntah, 
badan hukum publk yang mewakl 
kepentngan umum dapat mengajukan 
permohonan upaya hukum luar basa 
berupa kasas dem kepentngan 
hukum kepada Mahkamah Agung 
(MA) sepert datur dalam Pasal 259 
ayat (1) KUHAP. 
e. Jaksa selaku penydk tndak pdana 
korups sedn mungkn melakukan 
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tndakan upaya paksa berupa penytaan 
atau perampasan terhadap aset – aset 
terdakwa korups supaya terhndar 
dar hlangnya barang bukt selaku 
alat bukt yang dcuc atau dhabskan 
oleh terdakwa sebelum perkara selesa 
dsdangkan. 
f. Jaksa segera melakukan penahanan 
setelah perkara dlmpahkan oleh 
penydk, dan tdak memberkan 
permohonan penangguhan penahanan 
terhadap tersangkanya atau 
terdakwanya.  
g. Memfungskan, mengoptmalkan dan 
mernts kerjasama dengan penegak 
hukum lan serta nsttus ndependen 
terkat d dalam menghtung serta 
melacak kerugan keuangan negara 
yang dtmbulkan oleh koruptor. Sepert 
berkoordnas dengan KPK, BPK, 
PPATK yang hasl knerjanya (audt) 
masng-masng dtuangkan dalam 
tuntutannya d persdangkan, sebaga 
realsas dar keputusan Presden RI 
No. 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kewenangan PPATK 
h. Jaksa dapat mengoptmalkan fungsnya 
sebaga pengacara negara untuk 
menggugat perdata dar aset – aset 
yang dkuasa terpdana koruptor atau 
keluarganya dalam hal pengembalan 
kerugan keuangan negara 
Namun bag penuntut umum 
mash tetap harus membuktkan melalu 
dakwaan berlanjut bermbas pada tuntutan 
(requisitoir) bahwa terdakwa telah 
melakukan perbuatan sepert awal dakwaan 
yang dformulaskannya. 
4.2. Tindakan Hukum Penuntut Umum 
Dengan Melakukan Perampasan 
Barang – Barang Tertentu / 
Tindakan Penyitaan 
4.2.1. Makna Perampasan Barang / 
Penyitaan 
Penuntut Umum dpandang perlu dan 
pentng memperhatkan salah satu jens 
pdana tambahan yang datur dalam Pasal 
10 KUHP angka 2 berupa “perampasan 
barang – barang tertentu” Dalam surat 
tuntutannya sangat urgen untuk dsertakan 
apabla akan menuntut berupa pengembalan 
aset terdakwa koruptor. Kata “perampasan” 
jangan dartkan sempt, yang selama n 
serng dartkan dambl alh dan dkuasa 
guna dperuntukkan oleh negara. 
Perampasan dalam hubungan jens 
pdana tambahan yang sampa kn mash 
ekss dan tetap daku serta dpraktekkan 
dalam duna peradlan. Perampasan 
lebh dartkan akan tndakan dalam art 
tndakan bag jaksa selaku penydk tndak 
pdana khusus salah satunya dalam tndak 
pdana korups memlk wewenang absah 
untuk melakukan tndakan hukum berupa 
penytaan terhadap barang – barang mlk 
terdakwa atau barang – barang yang dduga 
bak langsung maupun tdak langsung terkat 
dengan tndak pdana korups 
Jaksa selaku penydk dan penuntut 
dalam tndak pdana korups berdasar 
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KUHAP dan Undang – Undang No. 16 
Tahun 2004 memlk kewenangan atrbutf 
dberkan Undang – Undang dalam 
melakukan tndakan upaya paksa salah 
satunya penytaan. 
Dalam konteks teor secara umum 
perampasan terhadap barang – barang 
tertentu adalah sebaga berkut : Pertama, 
perampasan dalam pengertan penytaan 
terhadap barang dgunakan untuk melakukan 
perbuatan pdana atau nstumentum scelers. 
Kedua, perampasan dalam pengertan 
penytaan terhadap obyek yang berhubungan 
dengan perbuatan pdana atau objectum 
sceleris. Sedangkan yang ketga, adalah 
perampasan dalam pengertan penytaan 
terahdap hasl perbuatan pdana atau fructum 
terhadap sceleris.8 Bag Indonesa terhadap 
ketga jens perampasan n perlu dartkan 
sebaga tndakan penytaan terhadap barang 
– barang mlk terdakwa guna kepentngan 
negara atau masyarakat luas. 
Sehngga bag jaksa selaku penuntut 
umum dan selaku penydk dalam perkara 
tndak pdana dalam tuntutannya dsampng 
berorentas kepada jens pdana tambahan 
sepert datur dalam Pasal 10 KUHP huruf b 
angka 2 juga berkorelas dengan kemungknan 
bag penuntut umum melaksanakan amanat 
pengatura ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf 
a tertera d depan yang pada ntnya untuk 
dapat melakukan perampasan terhadap 
barang berwujud atau tak berwujud, barang 
bergerak atau tak bergerak yang dgunakan 
atau sebaga hasl dar tndak pdana korups, 
dalam art secara nterprestas gramatcal 
kata perampasan dsamakan artnya dengan 
penytaan (dalam art luas). 
Maka wewenang atrbutf penuntut 
umum dan selaku penydk dalam tndak 
pdana korups bag nsttus kejaksaan atau 
jaksa dalam melakukan tndakan upaya paksa 
berupa penytaan terhadap hasl kejahatan 
dar para koruptor adalah tepat, wajar dan 
legal dem kemanfaatan kesejahteraan 
masyarakat luas sesua esens dan makna 
teor fungs, agar tndakan hukum oleh 
penegak hukum berguna bag masyarakat 
luas, khususnya kerugan keuangan negara 
yang dkuasa terdakwa atau terpdana 
korups dapat kembal kepangkuan negara 
atau warga masyarakat untuk kepentngan 
pembangunan sosal ekonom bangsa. 
4.2.2. Maksud dan Tujuan Perampasan 
Barang / Penyitaan Aset 
Tndakan hukum berupa perampasan 
barang – barang tertentu atau tndakan 
penytaan yang dlakukan oleh jaksa selaku 
penuntut umum dalam tndak pdana korups 
bermaksud untuk mengambl alh barang 
– barang mlk terdakwa dalam penguasaan 
penydk dalam kurun sementara waktu. 
Waktu sementara dalam art selama keperluan 
pembuktan d persdangan. Setelah selesa 
proses pembuktan atau persdangan bla 
barang – barang tdak terpaka lag atau tdak 
ada hubungan dengan kasus yang terjad 
barang – barang tersebut, dkembalkan 
pada pemlknya atau pada phak yang 8 Eddy O.S, Harej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum 
Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, hlm. 403
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palng berhak. Bahkan barang – barang yang 
membahayakan dmusnahkan oleh negara. 
Menurut Pasal 38 ayat (1) KUHAP 
tndakan penytaan oleh penydk dsyaratkan 
dengan surat jn Ketua Pengadlan Neger 
setempat. Namun dalam perkara tndak 
pdana korups sepert datur dalam Pasal 
47 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang 
KPK penydk dapat melakukan penytaan 
tanpa jn Ketua Pengadlan Neger berkatan 
dengan tugas penydkannya. Ketentuan 
pengaturan penympangan dan sfatnya 
khusus tersebut dengan maksud agar proses 
penanganan perkara korups berlangsung 
cepat, efisien serta tidak birokratisasinya 
panjang, sehngga tdak menghambat proses 
perkara selanjutnya. 
Adapun sebaga tujuan yang pentng 
dar tndakan perampasan barang – barang 
mlk atau yang berada dbawah penguasaan 
terdakwa / phak lan  dalam kasus korups 
atau tndakan yang dlakukan penydk 
secara bahasa praktek kongkrtnya dsebut 
tndakan penytaan, dengan tujuan sepert : 
1. Guna kepentngan proses hukum 
barang – barang tersebut dpaka alat 
bukt dalam proses pembuktan d 
persdangan 
2. Guna melengkap atau menunjang 
jens barang / alat bukt lannya untuk 
menghndar esens makna asas unus 
testis mullus testis 
3. Agar barang – barang bukt tdak 
berpndah tangan pada phak lan atau 
orang lan 
4. Agar barang – barang (terutama aset 
dar korups) tdak dcuc, sehngga 
penydk sult melakukan penemuan 
atau pelacakannya 
5. Agar barang – barang bukt yang 
dapat djadkan alat bukt dalam 
proses hukum tdak dmusnahkan / 
dhlangkan9 
6. Agar nantnya setelah perkaranya 
dputus, penuntut umum mudah 
melakukan eksekus, dapat atau 
berhasl mengeksekus barang – barang 
mlk terpdana sehngga aset negara 
dselamatkan10 
7. Dengan berhaslnya jaksa 
mengeksekus barang – barang mlk 
terpdana, negara tdak akan rug, 
putusan hakm dapat djalankan 
sesua dengan amar putusannya 
oleh jaksa, sehngga pengembalan 
kerugan keuangan negara dapat dapat 
dselamatkan 
V.  PENUTUP
1.  Simpulan 
1. Dalam perundang-undangan 
pdana terkat fungs jaksa dalam 
mengeksekus aset terpdana korups 
yang tdak dapat dlaksanakan karena 
asetnya telah habs atau dcuc / 
dpndahtangangkan oleh terdakwa 
dalam tdak ada pengaturannya atau 
terjad kekosongan norma hukum, 
Undang-Undang Kejaksaan RI dan UU 
9 Surachmn Suhad Cahaya, 2011, Strategi dan Teknik 
Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm : 76 
10 Yusuf Muhammad, 2013, Merampas Aset Koruptor 
Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Buku 
Kompas, Jakarta, hlm : 57
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No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tndak 
Pdana Korups tdak ada ketentuan 
mengatur tentang hal dmaksud 
2. Bentuk – bentuk tndakan yang dapat 
dlakukan Jaksa Penuntut Umum selaku 
penegak hukum dan badan eksekutor 
guna pengembalan keuangan negara 
dar terdakwa korups adalah : membuat 
dakwaan yang cermat, jelas dan 
lengkap, membuat tuntutan yang tegas 
dan optmal, melakukan upaya hukum 
bandng dan / atau kasas terhadap 
putusan hakm yang tdak memuaskan, 
Jaksa Agung dapat mengajukan upaya 
hukum kasas dem kepentngan 
hukum, mengngat secara perdata 
oleh Jaksa selaku pengacara negara, 
merampas atau menyta aset – aset 
terdakwa / terpdana koruptor, tdak 
memberkan penangguhan penahanan 
dan penahanan tetap dlakukan, 
bekerjasama dengan nttus terkat 
dalam penghtungan aset terdakwa / 
terpdana sepert KPK, BPKP, PPATK 
dan LSM. 
2. Saran 
1. Agar phak legslatf memformulaskan 
tentang cara atau tndakan bag Jaksa 
ketka mengeksekus aset terpdana 
koruptor yang telah habs atau 
berpndah tangan, untuk menghndar 
kerugan negara tersebut. 
2. Agar para Jaksa selaku eksekutor, 
penydk tndak pdana khusus, dan 
penegak hukum selaku memfungskan 
kewenangan atrbutf yang dberkan 
Undang – Undang untuk bsa secara 
optmal mengembalkan kerugan 
keuangan negara dar koruptor 
melalu requisitoirnya (tuntutan) d 
persdangan untuk tetap tegaknya 
proses hukum yang adl  (due process 
of law) dalam pemberantasan tndak 
pdana korups.
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